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SALINAN

SALINAN PUTUSAN

Nomor 841/Pdt.G/2019/PA.Plh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Pelaihari  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara

tertentu pada tingkat pertama  dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 04 April 1995, agama Islam,

pekerjaan Karyawan Perusahaan Walet,  Pendidikan Sekolah

Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN TANAH LAUT, yang

telah  memilih  berdomisili  elektronik  di  alamat  email:

selalu530@gmail.com, selanjutnya disebut Penggugat.

melawan

TERGUGAT,  tempat  dan  tanggal  lahir  Banjarmasin,  11  April  1994,  agama

Islam,  pekerjaan  Buruh  Harian  Lepas,  Pendidikan  Sekolah

Dasar,  tempat  kediaman  di  Kota  Banjarmasin  selanjutnya

disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara. 

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat  pemohonannya  tanggal  25  November

2019  telah  mengajukan  permohonan  Cerai  Gugat,  yang  telah  terdaftar  di

Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Pelaihari,  dengan  Nomor

841/Pdt.G/2019/PA.Plh,  tanggal  25 November 2019,   dengan dalil-dalil  pada

pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa  pada  tanggal  03  Nopember  2013,  Penggugat  dengan  Tergugat

melangsungkan pernikahan yang  dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Urusan Agama  KABUPATEN  TANAH  LAUT (Kutipan  Akta  Nikah  Nomor:

596/46/XI/2013 tanggal 04 Desember 2017) 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat

tinggal di rumah kontrakan di Kota Banjarmasin selama lebih kurang 5 (lima)

tahun sejak awal akad nikah sampai kemudian berpisah. 

3. Bahwa  pada  awal  pernikahan,  Penggugat  dengan  Tergugat  telah  hidup

rukun  sebagaimana  layaknya  suami  istri  dan  dikaruniai  1  orang  anak

bernama ANAK, umur 6 tahun (dalam Pemeliharaan Tergugat).

4. Bahwa  sejak  tahun  2014  antara  Penggugat  dan  Tergugat  terjadi

perselisihan dan tidak  ada harapan akan hidup rukun lagi  dalam rumah

tangga disebabkan antara lain: 

a. Tergugat kurang bisa memenuhi nafkah secara layak kepada Penggugat

karena  Tergugat  bekerja  yang  penghasilannya  hanya  untuk  dirinya

sendiri  tanpa  memperhatikan  Penggugat  dan  kehidupan  rumah

tangganya;

b. Tergugat  sering  mabuk-mabukkan,  sehingga  Tergugat  sering

meninggalkan  rumah  kediaman  bersama  dan  pulangnya  sering  larut

malam bahkan sampai pagi;

c. Tergugat sering cemburu jika Penggugat sedang ada di tempat kerja,

Tergugat sering mengganggu Penggugat dengan mendatangi Penggugat

di lokasi kerja Penggugat.

d. Tergugat  ketika  cekcok  dengan  Penggugat  sering  berkata-kata  dan

berbuat kasar terhadap Penggugat;

5. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan

Tergugat terjadi pada bulan Desember 2018 terjadi lagi cekcok mulut antara

Penggugat  dengan  Tergugat,  yang  disebabkan  Tergugat  melarang

Penggugat yang ingin membeli  HP baru dari  uang hasil  kerja Penggugat

sendiri,  kemudian  bebrapa  hari  setelah  kejadian  tersebut,  Tergugat  di

amankan  pihak  kepolisian  Kota  Banjarmasin  dengan  kasus  perkelahian,

sehingga Penggugat memutuskan untuk berpisah dari Tergugat. 

6. Bahwa sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal

hingga sekarang sudah 11 (sebelas) bulan lamanya, Tergugat tidak pernah

memberikan  nafkah  wajib  kepada  Penggugat  kecuali  untuk  anak,  dan

semenjak berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah berupaya
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untuk bisa rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil/

gagal.

7. Bahwa  Penggugat  menyatakan  sudah  tidak  suka  dan  tidak  ridha  lagi

bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja.

8. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat yang terus menerus bertengkar

dengan  Penggugat  tersebut,  telah  cukup  alasan  bagi  Penggugat

mengajukan gugat cerai ini.

Berdasarkan  alasan/dalil-dalil  diatas,  Penggugat  mohon  kepada  Ketua

Pengadilan Agama Pelaihari  Cq.  Majelis  Hakim yang memeriksa perkara ini

untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: 

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat kepada Penggugat;

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider;

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex

aequo et bono).

Bahwa  pada  hari  dan  tanggal  persidangan  yang  telah  ditetapkan

Penggugat  telah  datang menghadap dalam sidang dan Tergugat  tidak  hadir

dalam sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dan telah

berupaya  dengan  sungguh-sungguh memberi  pandangan  agar  Penggugat

bersedia damai atau rukun lagi dengan Tergugat.

Bahwa  pada  sidang  tanggal  09  Desember  2019  sebelum  dibacakan

surat gugatan, Penggugat secara lisan menyatakan mencabut perkaranya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis

Hakim  menunjuk  kepada  hal-hal  yang  tercantum  dalam  berita  acara

persidangan  perkara  ini  yang  kesemuanya  dianggap  telah  dimasukkan  dan

menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan Penggugat adalah

sebagaimana tersebut di atas.
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Menimbang, bahwa Penggugat  dalam gugatannya mendalilkan bahwa

Penggugat  telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat

Nikah  (PPN)  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut

(Kutipan Akta Nikah Nomor: 596/46/XI/2013 tanggal 04 Desember 2017) dan

rumah tangga Penggugat  dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu

Penggugat   memiliki  legal  standing untuk  mengajukan  gugatan  perceraian

sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo.

Pasal  73 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang  diubah dengan Undang-

Undang No.3 Tahun 2006 dan diubah dengan Undang-Undang No. 50 Tahun

2009 Tentang Peradilan Agama.

Menimbang,  bahwa Penggugat   dan  Tergugat  beragama Islam dan

perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu

berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No.1

Tahun 1974 jo.  Pasal  14 dan Pasal  1  huruf  (b)  Peraturan Pemerintah No.9

tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang. No.7 tahun 1989 yang sudah

diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan di ubah dengan Undang-

Undang  No.  50  tahun  2009  Tentang  Peradilan  Agama,  maka  Pengadilan

Agama  memiliki  kompetensi  absolute untuk  menerima, memeriksa  dan

mengadili serta memutus perkara a quo.

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk dalam bidang

perkawinan, sehingga penentuan dimana gugatan perceraian diajukan adalah

berdasarkan domisili  Penggugat. Berdasarkan pengakuan Penggugat  dalam

surat gugatannya adalah penduduk di Jalan Bhakti RT. 003 RW. 001 Kelurahan

Karang  Taruna  Kecamatan  Pelaihari  Kabupaten  Tanah  Laut,  selanjutnya

memilih  berdomisili  elektronik  di  alamat  email  selalu530@gmail.com,  maka

perkara ini  menjadi  kompetensi relatif  Pengadilan Agama Martapura sesuai

ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah

diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan diubah dengan Undang-

Undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang,  bahwa  Penggugat telah  menyatakan  mencabut

perkaranya, pada saat sebelum pemeriksaan perkara.
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Menimbang, bahwa   tentang     pencabutan       perkara,     dengan

menunjuk  pada  Pasal 54 Undang-Undang Nomor  7  Tahun 1989  yang diubah

dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan diubah dengan Undang-Undang

No. 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka  pasal  271 dan 272 Rv.

dapat  diberlakukan di lingkungan Peradilan Agama.

Menimbang,  oleh  karena  itu  Majelis  Hakim   berpendapat  bahwa

pencabutan perkara ini telah sesuai dengan pasal 271 dan 272 Rv, sehingga

perkara ini harus dinyatakan selesai karena dicabut.

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pasal  89  ayat  (1)  Undang-undang

Nomor  9  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama  sebagaimana  telah  diubah

dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-

undang Nomor  50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya

yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat. 

Mengingat  segala  ketentuan  Hukum Islam dan  peraturan  perundang-

undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan  permohonan  pencabutan  perkara  Nomor

841/Pdt.G/2019/PA.Plh dari Penggugat.  

2. Memerintahkan  Panitera  Pengadilan  Agama  Pelaihari  untuk  mencatat

pencabutan perkara tersebut dalam register perkara. 

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp.216000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah). 

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 Masehi,

bertepatan  dengan  tanggal  12 Rabiul  Akhir  1441  Hijriah,  oleh  kami  Dra.

Rabiatul Adawiah  sebagai Ketua Majelis, Hj. Siti Maryam, S.H. dan Nur Moklis,

S.H.I.  S.Pd.,  M.H. masing-masing sebagai  Hakim Anggota,  putusan tersebut

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Senin

tanggal 09 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir

1441  Hijriah,  oleh  Ketua  Majelis  tersebut  dengan  didampingi  oleh  Hakim

Anggota dan dibantu oleh  H. Haryitno, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta

dihadiri oleh Penggugat dan  tanpa hadirnya Tergugat. 
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Hakim Anggota,

Ttd

Hj. Siti Maryam, S.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Dra. Rabiatul Adawiah

Hakim Anggota,

Ttd

Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

H. Haryitno, S.H.
Perincian biaya :

1. Pendaftaran Rp30.000,00 
2. Proses Rp50.000,00 
3. Panggilan Rp100.000,00 
4. PNPB Rp20.000,00
4. Redaksi Rp10.000,00 
5. Meterai Rp6.000,00 

Jumlah Rp216.000,00
( dua ratus enam belas ribu rupiah ) 

Untuk salinan
Pengadilan Agama Pelaihari
Panitera, 

H. Gazali,S.H.
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